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Abstract

The law No 22/ 1999 on Jocal antonomy has set bigger roles for regional legislative
connct! since the representatives’ existence can be considered on how much this institution
can run is functions of legislation, Budgeting, and controlling.of the three function, the
legislation function i the major lask which the representatives have to undertake, This
Junction reguires them to wnstiate Local Relus settlement. However, even on this fuction,
the regional Legislative conncil of jeniber regency performied  their weakneses since, in
the period of 1999 to 2004, mast of their rules were handed over by the execntive . in
Jact, of 205 local rules which hate been settled since 1999 to 2004 niust of the rules
were intiated by the execntive. There were onfy 3 rules (244%) initiated by the regional
legistatie conncil.

Kata Kunci: Peraturan Daerah (Perda)

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara vang menganut
faham demokrasi dalam konstitusinya. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi : Avat (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan -yang berbentuk
Republik. Ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Paham demokrast menempatkan sumber kedaulatannya
ada ditangan rakyat, seperti dikemukakan oleh Budiardjo (1998: 50) “Demokrasi
adalah rakyat berkuasa atan goverment of rule by the people”. Konsekwensi dari
negara yang menganut paham demokrasi adalah bahwa pemerintah pada setiap
tahap aktivitasnya harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Surbakti
(1999: 15)  Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dipandang sebagai salah satu
indikator demokrans karena kewenangan pemerintahan berasal dari rakyat.
Mengingat perkembangan masyarakar yang demikian besar maka mekanisme
pertanggungjawaban yang diberikan  pemcrintah  dalam  penyelenggaraan
pémerintahannya dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang dilaksanakan oleh
lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun ke tingkat daerah.
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Lembaga legislauf di tingkat Dacrah, dalam hal ini adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember Jawa Timur bertugas
mengawasi pelaksanaan tugas dari lembaga cksckutf. Di saat penyelenggaraan
pemerintahan yang bercirikan sentealistis seperti vang dipraktekan dimasa Orde
Baru dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 peranan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) masih sangat kurang karcna berbagai
kewenangan vang seharusnya di miliki oleh Dewan Perwakilan Rakvar Daerah
(DPRD) justru diambil alih oleh pihak cksckutif, khususnya pemerintah pusar
sepertl dalam pemilihan Kepala Daerah, kewenangan vang sangat besar untuk
mencntukan Kepala Dacrah berada pada Pemerintah Pusat dan bahkan keputusan
vang telah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama sekali
tidak mengikat Pemerintah Pusat untuk menentukan Kepala Daerah

Memperhatikan realitas pada masa Orde Baru tersebut, jelaslah kiranya
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih belum optimal
dalam

melaksanakan tugasnya, karena besarnya kewenangan yang dimiliki oleh
pihak cksekutif, Saat sekarang, pemerintahan era reformasi dengan berlandaskan
pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-
Undang No 32 tahun 2004 telah membawa konsckwensi logis akan lebih besarnva
peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IDPRD) dalam mengakomodasikan
kepentingan rakyat dan menjalankan fungsinya untuk mengawasi jalannya
pemerintahan dacrah, schingga eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
(IDPRD) menjadi sangat penting; o

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah (DPRD) pada hakekarnya
dapat dinilai dari s¢jauhmana lembaga tersebut mampu menjalankan, Fungsi-
fungsi primernya yaitu (a) Fungsi Legislaaf (Pembuatan Peraturan Daerah), (b)
Fungsi Budged (Penyusunan Anggaran Daerah), (c) Fungsi Control {Pengawasan
jalannya Pemerintahan Daerah), sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999. Dari
tiga fungi tersebut, fungsi yang paling utama yang harus dijalankan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi legislatif, yaitu fungsi untuk
membuat Peraturan Daerah, namun justru pada fungsi int terlihat jelas kelemahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena mulai dari masa orde baru
sampal saat ini, sebagian besar atau secara dominan fungsi ini didominasi olech
pihak eksekutit.

Di Kabupaten Jember sendiri dari 205 Peraturan Daerah yang dibuat
selama kurun waktu 1999 sampai 2004 hanya 5 buah atau 2,44 % yang merupakan
prakarsa dari Dewan Perwakilan Rakyar Daerah sedangkan sisanya merupakan
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prakarsa dan pthak eksekutif dengan perincian sebagi berikut

Kondisi tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan kondisi ideal yang
diharapkan, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IDPRD) sebagai
politist vang dipilih oleh rakyat dan berhak serta  dipercaya untuk mewakili
dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk
Peraturan Dacrah, sedangkan Birokrasi pemenntah (pihak cksckutif) adalah petugas
profesional vang berada dibawah kendali Kepala Daerah untuk melaksanakan 4
(empat) fungsi utama, yaitu (a) Implementasi Kebijakan Daerah, (b) Menegakkan
Peraturan Daerah, (¢) Memberkan pelayanan publik kepada warga masyarakat di
daeral, (d) mengumpulkan dan Mengolah informasi untuk kemudian disampatkan
dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, pada penelitian ini kami mengangkat
judul Kinetja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka perumusan
Peraturan Daerah { Suatu studi di DPRID Kabupaten Jember Jawa Timur Periode
1999-2004}

Perumusan Masalah
Bertiuk tolak dari Latar Balakang penelitian, maka masalah penelitian ini
dapat dirumuskan dalam pertanyaan {problem questions) sebagai berikut :
I. DBagatmanakah fungsi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)) dalam perumusan Peraturan Daerah ?
Apakah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD}) telah berfungsi
secara efeknf dalam perumusan Peraturan Daerah ?

12

3. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk meningkatkan kinerja lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam perumusan Peraturan Daerah ¢

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan
yaitu :

1} Ingin mengetahui bagaimana fungsi dan peranan lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perumusan Peraturan
Dacrah.

2) Ingin mengetahui apakah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) telah berfungsi secara efcktif dalam perumusan Peraturan
Daerah.

FENOMIENA Vol 8. No. 1, Maret 2009 69



Kinerja Dewan Pernakilan Rakyal Daerah Dalam Rangka Perunmsan Peraturan Daeval

3) Ingin mengetahut bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) untuk meningkatkan kinerja fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)} dalam perumusan Peraturan Dacerah.

METODE PENELITIAN

‘Jenis Penelitian

Jenis penelitianiniadalahdeskriptifdenganmenggunakanpcndekatan
kualitatif yaitu suatu pendekatan vang dicirikan oleh tujuan penelitian vang
berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan
kuantifikasi.

Fokus Penelitian

Penclitian ini adalah penelitian vang bersifat deskripif  kualitatif
dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) dalam rangka perumusan Peraturan
Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini
berfokus pada hal-hal sebagai berikut ;

L. Pelaksanaan fungsiDewan Perwakilan Rakyat Dacrah (IDPRD}, Fungsi Budged
(Penyusunan Anggaran Dacrah), Fungsi Control (Pengawasan jalannya
pemerintahan Dactah), dan Fungsi Representatif (fungsi Perwakilan).
Peranan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah (DPRD} dalam
perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Jember

[S8]

3. Mekanisme proses perumusan Peramuran Daerah di Kabupaten Jember

4. Hubungan antara lembaga eksekutif dan Legislatf dalam perumusan
Peraturan Daerah di Kabupaten fember

5. Faktor-faktor yang menghainbat serta upaya-upaya peningkatan kemampuan
pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang
meliputi faktor-fakror internal dan faktor eksternal.

Suinber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan yang diamati atau
diwawancarai, yang dilakukan secara bergulir mulai dari Informan pertama
untuk mendapatkan informasi pertama kemudian dilanjutkan dengan informan
berikutnya yang dianggap mengetahui lebih jauh demikian scterusnya hingga
data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam. Hasil pengamatan
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kemudian dilengkapi dengan sumbet-sumber data tertulis, yaitu sumber data
dalam bentuk buku-buku, karya tulis, arsip, kliping, dokumen pribadi atau
terbitan resmi pemerintah koran dan buletin, atau kebijakan pemerintah atau
berupa keputusan dan lain-lain yang berkaitan dengan kinerja Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (DPRI3) dalam perumusan Peraturan Daerah.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah lokasi dimana akan dibetlangsungkannya
wawancara atau observasi yang akan penulis teliti. Studi tentang Kinerja
Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah (IDPRD) dalam perumusan Peraturan
Daerah dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah
dengan pertimbangan bahwa dani 205 buah Peraturan Dacrah yang dihasilkan
oleh Pemerintah Kabupaten Jember selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2004
hanya 5 buah atau hanya 2,44% yang merupakan hasil inisitif lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah.

Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan sebagai logistik adalah alat tulis, tape recorder,
kamera foto dan video film (kalau memungkinkan) dan alat penunjang elektronik
berupa komputer. :

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Proses
memasuki lokast penelitian (getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting
along) dan pengumpulan data (logging the data). Sedangkan teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) teknik pengumpulan data urama
dalam penelitian kualitatif, yaitu Wawancara, observasi dan teknik dekumentasi.

Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitanf, maka
pendekatan analisis datanya juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang
dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan keadaan
yang sebenarnya kemudian hasilnya diinterprestasikan dalam bentuk wlisan
ilmiah

Keabsahan Data

Agar hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan (kredibilitas), kepastan
dan diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama, maka pemeriksaan
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datanya dilakukan dengan teknik-teknik vang mendasarkan pada 4 (empat) kriteria,
seperti yang disebutkan oleh Moleong (2000) dan Nasution (1996) yaitu ; (a) Derajat
kepercayaan (credibility) ; . (b) Keteralthan (transferability) (c) Ketergantungan
{dependability) ; (d) Kepastian (Confirmability).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum

Gambaran umum tentang dacrah oprasional penelitiaan yaitu kabupaten
Jember, oleh karena itu berdasarkan data-data yang didapat dari pemerintah
kabupaten Jember, mengambarkan potensi wilayah yang besar terhadap sumber
daya alam, sumber daya manusia, sosial eckonomi, sosial budaya dan kehidupan
politik dari masyarakatnya.

Anggota DPRD Kabupaten Jember hasil Pemilu 1999, untuk masa bakti
1999-2004 sebanya 40 orang dan 5 orang diangkat dari unsur ABRI, jumlah
keseluruhan 45 orang dengan lima fraksi vaitu Fraksi Kebangkitan Bangsa 17
orang, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan 11 orang, Fraksi Karya Suni
6 orang, Fraksi TNI/Polri 6 orang, Fraksi Persatuvan Amanat Ummat 6 orang
» Unsur Pimpinan terdin dari Ketua 1 orang yang dijabat oleh H. Muchson
Sujono dari FKB, Wakil Ketua 3 orang yaitu Des. 1. Machmud Sardjujono
(FKS), H. Warsono Mulvadi (EPDIP), dan HM.Bahruddin, SH (F PAU).
Adapun pimpinan komisi adalah : Komisi A Totok Siantoro, SE (FPAU),
Komisi B Subcekti Wibowo (FTNI-POLRI), Komisi C Sutalik (FPDIP),
Komisi 1) Didik Imron (FKB), Komisi F. I{M.Madini Faruq (FKB).

Harapan ideal kualitas indevidu anggota dewan tentunya seiring dengan
beberapa lama petjalanan disebuah ncgara dilaksanakan, Kerana hal ini
memberikan pengaruh terhadap kematangan, kedewasaan berdemokrasi
serta kadenisasi dari partai-partai politik dalam menyiapkan sumber Daya
Manusianya { SDM ) Selain  komitmen  kerakyatan dan  sikap
sensitifitas anggota dewan, Pada umumnya tingkat pendidikan formal dan
pengalaman menjadi tolak ukur penilaian yang sangat berpengaruh terhadap
upaya kemampuan mengidentfikasi masalah, menangkap aspirasi dan
memformulasikan untuk menjadi suatu kebijakan yang benar-benar berpihak
dan aspiraaf. Dengan berbagai perubahan sistem dan paradigma baru
pemetintah yang memberi ruang kepada rakyat, dan memberi kewenangan
yang sangat luas dan strategis kepada lembaga legislatif, maka tugas dan
kewajiban DPRD lebih berat serta memiliki peran yang signifikan dalam

72 FIENOMENA,Vol. 8 No. 1, Maret 2009



Aboul Muis

mengembat amanat masvarakat.  Berkaitan  dengan  gambaran  umum
anggota DPRD kabupaten Jember,. Sejak dilantik 21 Agustus 1999 DPRD
Kabupaten Jember cukup produktif dalam meaghasilkan produk hukum
bersama Pemerintah Dacrah, khusunya produk hukum tentang Peraturan
Daerah (PERDA), hal ini terbukti dengan banvakaya Produk-produk DPRID
yang dihasilkan selama karun waktu 1999- 2004, Peraturan Dacerah (PERDA)
yang dihasitkan sebanyak 205 buah, Keputusan DPRD sebanyak 80 bual,
Keputusan Pimpinan DPRID sebanyak 38 buah.

Pclaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Jember.
1. Fungsi Legislasi

Fungsi Legeslasi atau fgaf drafting, yaitu fungsi DPRD kabupaten Jember
yang berkenaan dengan pembuatan Peraturan Dacrah (PERDA)  maupun
peraturan-peraturan lainnya. Hal ini berkaitan crat dengan kewajiban, tugas, hak
dan wewenang dari DPRID. Peraturan Daerah (PERDA) ini dibuat sebagai landasan
kerja bagi pemerintah kabupaten Jember.

Dati Penelinan yang dilakukan oleh pencliti, DPRD kabupaten Jember
diketahui bahwa sepanjang masa jabatan mulai tahun 1999 sampat dengan tahun
2004 telah menghasilkan beberapa produk hukum baik berupa Perda, Keputusan
Dewan maupun Keputusan Pimpinan Dewan.

Tabel 13
Rekapitulasi produk-produk DPRID Kabupaten Jember
Periode 1999-2004

No | Jenis Produk DPRD | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004

01 | Peraturan Daerah 1 106 30 27 39 2

02 | Keputusan DPRD 6 23 13 17 16 5

03 | Keputusan pimpinan | 4 13 3 5 12 1
Jumlah i1 142 46 49 67 8

Sumber Data : Bagian Humas Sekretariat DPRD Kab. Jember

2. Fungsi pengawasan (Control Function)

Fungsi pengawasan (Contro/ Function) yaitu fungsi DPRD Kab. Jember
yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan oleh pemerintah daerah khususnya Kepala Daerah.
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Penelig memperoleh keterangan
bahwa pelaksanaan pengawasan memang selalu di lakukan oleh DPRD Kab.
Jember, hal ini dapat dilihat dari program kerja DPRD Kab. Jember yang salzh
satunya adalah mengagendakan agar dilakukannya pengawasan terthadap beberapa
hal yairu:

*  Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan linnya.
*  Pelaksanaan Keputusan Bupati Kab. Jember.

*  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

*  Kebyjakan Pemerintah Daerah IKab. Jember.

*  Pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah Kab. Jember.

Dengan  gambaran  demikian maka dapat diketahui bahwa fungsi
pengawasan yang selama ini dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Jember sudah
cukup baik, hal ini dibuktikan dengan diagendakannya pengawasan dalam program
kerja DPRD, lebih lanjut Afton menyatakan, kami selaku anggota dewan merasa
terus melakukan pengawasan sesuai dengan proporsi, konstitust dan wilayah kerja,
jadi kami rasa semua masih wnder control (Wawancara dengan Drs.Afton Ilman
Huda, tanggal 16 Mei 2007))

Mengenai kasus korupsi Kas Daerah (Kasda) yang saat ini sedang
disidangkan, F. Mansur (anggota Panitia Anggaran) menyatakan LKP] Bupati
per April 2004, posisi keuangan masih sama antara pendapatan dan pengeliaran,
kebocoron baru diketahui setelah masa bakht DPRD perode 1999-2004 habis,
vaitu saat serah.terima jabatan Bupati Samsul Hadi Stswoyo ke Pejabat Sementata
(PJS) Svahrazad Masdar, disamping itu auditor khusus di keuangan adalah Badan
Pemeriksa Keuangan, kerana yang bersangkutan mencalonkan kembali sebagai
Bupati Jember periode 2005-2010, dan sampai masa bakhd DPRD habis, tidak
ada laporan penyimpangan keuangan dari BPK (Wawancara dengan H. Mansur,
tanggal 29 Juni 2007)

3. Fungsi anggaran /Budye! function

Yaitu fungsi DPRD Kab, Jember berkenaan dengan penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data hasil wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan fungsi
anggaran memang tetap dilakukan oleh DPRD Kab. Jember, Hal ini dapat dilihat
dari program ketja DPRID Kab. Jember yang salah satunya adalah mengagendakan
bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Disampimh itu DPRD Kab. Jember Juga membentuk panitia Anggaran

74 FENOMENA,Vol. 8. No. 1, Maret 2000



Abdul Muis

Peranan DPRD Perumusan Peraturan Daerah di Kab. Jember

Untuk melihat Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (1DPRD} dalam
Perumusan Peraturan Dacrah di Kab. Jember dapat dilihat dan kreativitas, prakarsa,
tingkat keakiifan dari anggota DPRI Kab. Jember dalam menetapkan suatu
Peraturan Daerah (PERIDA), serta seberapa banvak jumlah Peraturan Daerah yang
telah ditetapkan selama ini. Sedangkan mengenai kualttas dihubungkan dengan
bagaimana kualitas dari Peraturan Daerah vang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mengetahui masalah tingkat kreativitas dan prakarsa ini, penelit
telah melakukan wawancara dengan Kepala sub Bagian Risalah Sckretariat DPRD
Kabupaten Jember Subadri Habib pada 24 April 2007

Dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa untuk masalah
semangat berkreativitas dari anggota DPRD Kab. Jember sebenarnya sudah cukup
tinggi, hal ini terbuktd dengan adanya beberapa Raperda dari prakarsa ekskutf
yang pembahasannya tdak dilanjutkan dengan berbagai alasan seperti Raperda
Parkir berlangganan tidak dilanjutkan karana dianggap membebani masyarakat,
namun ditinjau dari segi prakarsa unwk mengajukan usulan rancangan Peraturan
Daerah yang sangat rendah, karena selama periode 1999-2004, hanya 5 Raperda
dari prakarsa DPRD. '

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hampir semua Perda yang
telah ditetapkan selama sekitar lima tahun ini berasal dari usulan pihak ekskutif
atau Bupati Jember. Flal ini terjadi, menurut Abdul wahid Salam karena adanya
tingkat pendidikan anggota DPRD yang retanif standart dan dengan latar belakang
pendidikan yang hampir sama yaitu bidang pendidik (guru), Sebagai contoh FKB
sebagai Fraksi terbesar dengan jumlah 17 anggota Dewan, ternyata 10 Orang
yang D3/Sarjana, 8 orang dari bidang pendidik (Guru) dan hanya 2 orang dari
Fisip (wawancara dengan A.Wahid Salam tanggal 26 Juni 2007), disamping itu
adanya aturan untuk menyampaikan hak inisiatif Raperda yang menurut kami
agak rumit,,

Karena rumitnya Mekanisme Raperda Prakarsa DPRD, maka Perda
Yang Menyangkut kebutuhan DPRD sendin seperti Perda Tentang Protokoler
dan Keungan DPRD ditiipkan lewat prakarsa ckskutif (Wawancara dengan HM
Madini Faruq), lebih lanjut Asir menjelaskan disamping rumitnya mekanisme
Raperda Prakarsa DPRD, kendala lain adalah kompleknya masalah yang ada
sementara SDM anggota dewan tetbatas baik secara kuantitas maupun kualitas
(wawancara dengan HM.Asir)

Mengenai bagaimana keaktifan anggota DPRD dalam sidang yang
dihubungkan dengan tingkat kehadirannya, maka peneliti tclah melakukan
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wawancara langsung Kepala Sub Bagian Risalah Sekretariat DPRD Kab. Jember,
Pada tanggal 14 Marct 2007 , Beliau menjelaskan bahwa tingkat kehadiran anggota
DPRD sangat tnggi diatas 90 % dalam setiap sidang yaitu antara 40 sampai 43
anggota yang hadir, kecuali apabila ada hal yang mendesak scperti sedang sakir, baru
mercka minta ijin melalui telpon. Namun apabila datam sidang sangat dipelukan
kehadirnnya maka yang bersangkutan berusaha untuk tetap hadie. Dijelaskan
pula bahwa sebagian besar anggota DPRD tersebut datang tepat wakm dalam
arti sebelum sidang dimulai sudah siap ditempat, namun memang ada yang sering
terlambat dengan alasan tempat tinggalnya jauh dari kota.

Mengenai berapa jumlah Perda yang ditetapkan selama lima tahun serta
bagaimana kualitas Perda yang dihasilkan, kami memperoleh data bahwa selama
ini jumlah Peraturan Daerah yang telzh ditetapkan memang sangat banyak yaitu
205 buah, atau rata-rata 41 buah setiap tahunnya, ini berarti setiap bulannya ada 3
atau 4 Perda yang ditetapkan. Setelah ditelitt ternyata banyaknya jumiah Perda yang
ditetapkan sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah
karena dari Perda yang ditetapkan ternyata sebagian besar tentang pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Badan-badan, serta Dinas-dinas
dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Apalagi pada tahun 2000 jumlah Perda yang
ditetapkan 106 buah namun sebagian besar sekitar 80 buah (76 %) tentang SO'TK
dan Tahun 2003 Perda yang ditetapkan sebanyak 37 buah dan 24 buah (66%)
dari Perda yang ditetapkan mengatur masalah SOTK, setelah kami teliti ternvata
. pada tahun 2000 ada PP No 84/2000 dan Tahun 2003 ada PP 8/2003 mengenar
perubahan SOTK yang mengharuskan Struktur  Organisasi dan Tata Kerja
dacrah menyesuatkan dengan peraturan tersebut.Dukungan masyarakat terhadap
Perda yang ditetapkan sangat baik ini terbukti dengan tidak adanya penolakan
atau tuntutan untuk mencabut Perda tersebut. Perda No 14 Tahun 2001 tentang
penanganan prostitusi menimbulkan reaksi masyarakat setelah Pemda menutup
losisi Puger, kami melihat penolakan tersebut bukan terhadap Perda, tetapi adanya
amanat Perda yang tidak dipenuhi oleh Ekskutif, yaitu tempat pelayanan sosial
permanen yang dibangun dan disediakan cleh Pemda sebagai unit pelaksana tehnis
untuk merahabilitasi pekerja seks

Mekanisme Proses Perumusan Peratutan Daerah di Kab. Jember

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana proses penetapan Peraturan
aerah oleh DPRD Kab. Jember sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPRD yang
telah ditetapkan. Mengenai proses penetapan Peraturan Daerah, ada beberapa
tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah
2 Tingkat Pembicaraan meliputi :
a. Sidang atau rapat pleno terbuka (tingkat I)
b. Sidang atau rapat komisi-komisi (tingkat I1)
¢. Sidang atau Rapat Pleno Terbuka (tingkat IIT)
d. Penctapan Peraturan Daerah
e. Pengesahan Dan Pengundangan

KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) kabupaten Jember dalam
menjalankan fungsinya, baik fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi
legislasi telah berjalan cukup baik hal ini terbuktl dengan adanya kegiatan-kegiatan
pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembuatan Peraturan Daerah.

Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam proses penetapan
Peraturan Daerah adalah cukup baik ini terbukt dengan tingkat kehadiran dan
kreatifitas dalam pembahasan, sehingga ada Raperda tentang parkir berlangganan
ditolak oleh DPRD kerena dianggap membebant masyarakat. _

Produktifitas anggota DPRD Kabupaten Jember dalam menetapkan
Peraturan Daerah cukup tinggi hal ini bisa dilthat dani banyaknya Perda vang
ditetapkan, walaupun Peraturan Dacrah yvang ditctapkan sebagian besar berisi
tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja, badan-badan, serta dinas-
dinas dilingkungkan Pemerintah Dacrah. Dari segi prakarsa Raperda, Produktifitas
DPRI> sangat kecil, karena selama penode 1999-200H) dari 205 Perda yang
ditetapkan hanya 5 buah (2,44 %0} yang berasal dar prakarsa anggota DPRD

Dukungan masvarakat terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
sangat baik hal ini terbukti dengan udak adanya sikap kontra masyarakat terhadap
Petda-Perda Tersebut, Perda No 14 Tahun 2001 tentang penanganan prostitusi
menimbulkan reaksi masyarakat setelah Pemda menutup losisi Puger, kami melihat
penolakan tersebut bukan terhadap Perda, tetapi adanya amanat Perda yang tidak
dipenuhi oleh Ekskutif, yaitu tempat pelayanan sosial permanen yang dibangun
dan disediakan oleh Pemda sebagai unit pelaksana tehnis untuk merahabilitasi
pekerja seks, sebagaimana tercantum dalam Bab IV pasal 6
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